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1'ENTANG 

PETUNJUK TE'KNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 0ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATi BARITO UTARA., 

Menimbang a. bahwa untuk. .melaksanakan kct ntuan Pa.sa1 89 ay at (1) 
Per aturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang; Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu 
meneta.pkan Peratur� Bupati Ba.rito Utara tentang 
teknis Penyusunan Rancangan Pemibangunan Jangka 
Menengah Desa dan R,encana Kerja Pemerintah Desa; 

Menginga l Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenta._ng
.Pe:ru;tapa:.n Undang-Undang Darura:t N-omor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daemh Tingka II di
Kali:rrumtan (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Nomo,r 72,
Tarn.bah.an Lembaran Negara Republik _:ndonesia Nomot
18.20)i sebagaimana telah bebe·rapa bdi di:ubah terakhi:r
denga:n Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1 ·· 65 tentang
Pemben tukan .Da.erah Tingkat II Tan.ah Laut, Daerah
Tingltat rI Ta.pm daJt Daerah Tingk:at U Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nam.or 27 Tahun 1959
ten.tang Penetapan Undang-Undang Darurat Notnor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
'Kalima;ntan (Lcmbaron Negara Republik Indonesia
Nomor 2756};

2. Undang�Undang Nomor 17 Tahun 2003 te:ntang
Keuangan Neg.,ara. (Lembaran. Negara. Repuhlik Indon sia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem:baran Negara
RepubEik Indon sia Nomor 42871,;

3. Undang-tJndang Nomo,r 2S Tah.un 2004 tentang Sistem
Perencan.aan Pembanguna:n Nasional {Lembaran Negara
Republik Indon esia Tahun 2004 N'omor 104

) Trunbahan
Lembaran Negara Republik lndon.esia Nomor 4421);

4. U:ndang-Undang Norn.or 33 Tamm 2004 tentang
Pe.rimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinttahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 2094); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Oaerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 
Nomor 4 , Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 4). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Barito Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Barito Ut.ara. 
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara, 
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Barito Utara. 

6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat set.em pat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hale asal usu!, dan/atau hale tradisional 
yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Sadan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan 
Pennugyawaratan Desa untuk menyepakati ha! yang 
bersifat strategis. 

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah 
musyawarah antara Sadan Pennusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepa!a Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Pennusyawaratan Desa. 

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejah teraan masyarakat Desa. 
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14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses 
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa 
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 
dalam rangka mencapai tttjuan Pembangunan Desa. 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kcbutuhan 
masyarakat Desa. 

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan 
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif 
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi 
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap 
kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai 
potensi yang meliputi sumber daya !l.la.m, smnber daya 
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana 
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 

18. Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam} 
tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa 
untukjangka waktu 1 (satu} tahun. 

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa 
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa 
kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme 
perencanaan pembangunan Daerah. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan 
dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pcmbangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

4 



BAB II 
PERENCANMN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan 
berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksana.kan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan seluruh masyarakat Oesa dengan semangat 
gotong royong. 

(3) Masyarakat Desa l)erhak melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 I dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh 
Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan 
oleh perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan 
Desa. 

(5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat 
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak 
ketiga. 

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. 

Pasal 3 

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

Pasal4 

(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara 
berjangka meliputi: 
a . RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 

dan 
b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untu.k jangka wa.ktu 1 (satu) tahun. 

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1 ), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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Pasal 5 

(I) Oalam rangka Perencanaan Pembangunan Oesa oleh 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. penyusunan RPJM Desa; dan 
b. penyusunan RKP Oesa. 

(2) RPJM Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf 
a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan te.rhitung sejak pelantikan kepala Oesa. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Oesa pada 
bulan Juli tahun berjalan. 

Bagian Kedua 
Penyusunan RPJM Desa 

Paragraf I 
Umum 

Pasal 6 

(II Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala 
Oesa, arah kebijakan Pembangunan Oesa, serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Oesa, pelaksanaan Pembangunan Oesa, 
pembinaan kemasyarakatan Oesa, clan Pemberdayaan 
Masyarll!kat Desa. 

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Oesa 
dengan meogikutsertakan unsur masyarakat Oesa. 

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
kondisi objektif Desa dan prioritas program dan 
kegiatan Daerah. 

(3) Penyusunan RPJM Oesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a . pembentukan tim penyusun RPJM Oesa; 
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan 

pembangunan Daerah; 
c. pengkajian Keadaan Desa; 
d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Desa; 
e. penyusunan rancangan RPJM Oesa; 
r. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan 
g. penetapan RPJM Desa. 
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Paragraf 2 
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a . kepala Desa selaku pembina; 
b . sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku 

sekretaris; dan 
d. angg:0ta yang berasal dari perangkat Desa, lembaga 

pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. 

(3) Jumlab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) 
orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Pasal 9 

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; 
b. Pengkajian Keadaan Desa; 
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
d. penyempumaan rancangan RPJM Desa. 

Paragraf 3 
Penyela:rasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Pasal 10 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melalrukan penyelarasan 
arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. 

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan 
program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa. 

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi 
dan/atau mendapatkan informasi tentang arah 
kebijakan pembangunan Daerah. 

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang­
kurangnya mellputi: 
a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 
b. rencana strategis perangkat Daerah; 
c. renc:ana umum tata ruang wilayah Daerah; 
d. rencana rinci/detail tata ruang Daerah; dan 
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan. 
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Pasal 11 

(1) Kegjatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah 
rencana program dan kegiatan Pembangunan Daerah 
yang akan masuk ke Desa. 

(2) Rencana program dan kegjatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan 
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan MaSYarakat Desa. 

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana 
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk 
ke Desa. 

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil 
Pengkajian Keadaan Desa. 

Paragraf 4 
Pengkajian Keadaan Desa 

Pasall2 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian 
Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
hurufb. 

(2) Pengkajian Keadaan Desa sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 
objektif !Desa. 

(3) Pcngkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi kegjatan sebaga.i berikut: 
a. penyelarasan Data Desa; 
b. penggalian gagasan masyarakat; dan 
c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan 

Desa:. 

(4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan 
masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka 
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. 

Pasal 13 

(1) Penyelarasan Data Desa sebaga.imana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegjatan: 
a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan 
b. pembandingan Data Desa dengan kondisi Desa 

terkini. 
(2) Data Desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial 
budaya yang ada di Desa. 
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(3) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa. 

(4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjacli lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan 
Desa. 

(5) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam 
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan 
Pcrencanaan Pembangunan Desa. 

Pasal 14 

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk 
menemukan dan mengenali potensi dan peluang 
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang 
dihadapi Desa. 

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam 
merumuskan usulan rencana kegiatan. 

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 15 

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumbcr data 
dan informasi. 

(2) Pelibatan masyarakat Dcsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah 
dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur 
masyarakat. 

{3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dapat meliputi: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokob masyarakat; 
d. tokob pendidikan; 
e. kclompok tani; 
f. kclompok pengrajin; 
g. kelompok perempuan; 
h. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
1. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan 
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah 
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

9 



Pasal 16 

(1) Penggalian gagasan seb!\gaimana dimak.sud dalam Pasal 
15, dila.kukan dengan cara diskusi kelompok secara 
terarab. 

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan 
kelembagaan Des.a sebagai alat kerja untuk menggali 
gagasan masyarakat. 

{3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
rangka meningkatkan kualitas basil penggalian 
gagasan. 

(4) Dalam ha! terjadi hambatan dan kesulitan dalam 
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat 
kerja Jain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
masyarakat Desa. 

Pasal 17 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi 
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa 
berdasarkan usulan rcncana kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16. 

{2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. 

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2), menjadi lampiran laporan hasil 
Pengkaj ian Keadaan Desa. 

Pasal 18 

( l) Tim penyusun RPJM Desa menyusun Japoran basil 
Pengkajian Keadaan Desa. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilampiri dokumen: 
a. data desa yang sudah diselaraskan; 
b. data rencana program pembangunan Daerah yang 

akan masuk ke desa; 
c. data rencana program pembangunan kawasan 

perdesaan; dan 
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan 

Oesa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 

Pasal 19 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala 
desa hasil pengkajian keadaan desa. 



(2) KepaJa Desa menyampaikan laporan kepada BPD 
setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana 
pembangunan desa melalui musyawarah desa .. 

Paragraf 5 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 

Melalui musyawarah Desa 

Pasal 20 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan 
laporan hasil pengkajian keadaan desa. 

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan terhitung .sejak diterimanya laporan dari 
kepala Desa. 

Pasal 21 

(1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20, membahas dan menyepakati sebagai berikut: 
a. laporan basil pengkajian keadaan desa; 
b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang 

dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan 
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunao desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(2) Pembahasan rencana pnontas kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan 
diskusi kelompok secara terarah yang dibagi 
berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut: 
a. lapo:ran hasil pengkajian keadaan desa; 
b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 

6 (eoam) tahun; 
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan 

desa;dan 
d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan 

dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur 
masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau 
kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

{4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan 
dalam berita acara. 

Pasal22 

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun 
RPJM Desa. 
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Paragraf6 
Penyusunan Rancangan RPJM Desa 

Pasal 23 

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM 
Desa lberdasarkan berit.a acara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), dituangkan dalam format rancangan RPJM 
Desa 

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berit.a acara 
tentan;g hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang 
dilampiri dok:umen rancangan RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berit.a acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada 
Kepala Desa. 

Pasal 24 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM 
Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan 
berdasarkan arahan Kepala Desa dalam ha! Kepala Desa 
belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh 
Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa. 

Paragraf7 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Pasal 25 

(I) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk 
membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pemerint.ah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 
unsur masyarakat.. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. tokoih adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
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d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok pengrajin; 
g. perwakilan kelompok perempuan; 
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 

anak; dan 
i. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat 
Desa. 

Pasal 26 

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, rnembahas dan 
rnenyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan 
Pernbangunan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1), dituangkan dalam berita acara. 

Paragraf8 
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 

Pasal 27 

(1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen Rancangan RPJM Desa 
berdasarkan basil kesepakatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 26. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) rnenjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa. 

(3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) . 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan 
disepakati bersarna oleh Kepala Desa dan BPD untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 

Pasal 28 

(ll Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam ha!: 
a terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau 
pemerintah daerah. 

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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Bagian Ketiga 
Penyusunan RKP Desa 

Paragraf l 
Umum 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai 
penjabaran RPJM Desa. 

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 
informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan 
pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada 
bulan Juli tahun berjalan. 

(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling 
lambat akhir bulan september tahun berjalan. 

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Oesa. 

Pa.sal 30 

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan 
mengikutsertakan masyarakat desa. 

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. penyusunan perencanaan pembangunan desa 

melalui musyawarah desa; 
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk ke desa; 
d. pencennatan ulang dokumen RPJM Desa; 
e. penyusunan rancangan RKP Oesa; 
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa; 
g. penetapan RKP Desa; 
h . perubahan RKP Desa; dan 
i. pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

Paragraf2 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dess 

Melalui Musyawarah Desa 

Pasal 31 

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam 
rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa 

(2) Hasil M:usyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 menjadi pedoman bagi Peme.rintah Desa 
menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP 
Desa. 
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(3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimak:sud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun 
berjalan. 

Pasal 32 

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencennati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. me:nyepakati basil pencermatan ulang dokumen 

RPJM Desa; dan 
c. membentuk ti.m verifikasi sesuai dengan jenis 

kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. 

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa 
dan/atau perangkat Daerah. 

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam berita acara. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjadi pedornan Kepa)a Desa dalam menyusun RKP 
Desa 

Paragraf 3 
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 

Pasal 33 

(I) Kepala !Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {I) terdiri dari: 
a . kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai 

sekretaris; dan 
d. anggota yang_ meliputi perangkat Desa, lembaga 

pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
mengikutsertakan perempuan. 

(5) Pembentukan tim penyu_sun RKP Desa dilaksanakan 
paling Jambat bulan Juni tahun berjalan. 

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa. 
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Pasa! 34 

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 

prog,am/kegiatan masuk ke Desa; 
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan 
d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Oesa 

Paragraf 4 
Pencermatan Pagu lndikatif Desa dan Penyelarasan 

Program/Kegiatan Masuk ke Desa 

PasaJ 35 

(1) Kepala Desa mendapat:kan data dan informasi dari 
Daerah tentang: 
a. pagu indikatif Desa; dan 
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang rnasuk ke 
Desa. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterima kepala Desa dari Daerab paling lambat 
bulan Juli setiap tahun berjalan. 

Pasal 36 

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu 
indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
yang meliputi: 
a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. rencan!', ADD yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Daerah; 
c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi 

Daerah; dan 
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan 
anggaran pendapatan belanja Daerab. 

(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan 
rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: 
a. rencana kerja Pemerintah Daerah; 
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, 

pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan 
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. 

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan ke da!am format pagu indikatif Desa. 

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan ke da!am format kegiatan pembangunan 
yang masuk ke Desa. 
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(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa 
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa 
yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. 

Pasal37 

(1) Bupati melalrukan pemblnaan dan pendampingan 
kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan 
perencanaan pembangunan sebagai dampak 
keterlambatan penyampaian informasi. 

(2) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APB Desa 
ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. 

Paragraf5 
Pencermatan Ulang RPJM Desa 

Pasal 38 

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas 
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk I 
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
tercantum dalam dolrumen RPJM Desa 

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam 
menyusun rancangan RKP Desa. 

Paragraf6 
Penyusunan Rancangan RKP Desa 

PasaJ 39 

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 
a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa; 
b. pagu indikatif Desa; 
c. pendapatan asli Desa; 
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah; 
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; 
f. hasil pencermatan ulang dolrumen RPJM Desa; 
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan 
h. basil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

Pasal 40 

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan 
pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), sekurang-kurangnya meliputi: 
a . kerua; 
b. sekr'etaris; 
c. bendahara; dan 
d. anggota pelaksana. 

17 



(3) Pelaksana kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), mengikutsertakan perempuan. 

Pasal 41 

(l) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 

dik:elola oleh Desa; 
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 

dilrelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak 
ketiga:; 

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan 
dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah; dan 

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur 
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan 
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk 
dimasu.kkan ke dalam rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari 
warga masyarakat Desa, perangkat Daerah yang 
membidangi pembangunan infrastruktur dM./atau 
tenaga pendamping profesional. 

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam fonnat rancangan RKP Desa. 

Pasal 42 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan rencana 
anggaran biaya. 

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama 
antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala 
Desa yang melakukan kerja sama antar Desa. 

(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diverifikasi oleh 
tim verifikasi. 

Pasal 43 

(I) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program 
dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan 
kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. 

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas 
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 



(3) Usulan pnontas program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat fl) dituangkan dalam rancangan 
Daftar Usulan RKP Desa 

(4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara 
laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. 

Pasal44 

{I) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang 
hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri 
dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar 
Usulan RKP Desa. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada 
kepala Desa. 

Pasal 45 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. 

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa 
untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

(3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa 
menyelenggarakan Musyawarab Perencanaan 
Pembangunan Desa. 

Paragraf7 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Pasal 46 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan. u.ntuk 
membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perw;akilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok pengrajin; 
g. perw.akilan kelompok perempuan; 
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h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 
anak;dan 

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
dapat :melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
kondis:i sosial budaya masyarakat. 

Pasal47 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dala!n 
Pasal ·46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ber:isi prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan ke~gan dari pihak ketiga: dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, 

dan/atau Pemerintah Daerah. 

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian 
terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
b. peningkatan kualir.as dan akses terhadap pelayanan 

dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan tersedia; 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala 

produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman 

masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan 
masyarakat Desa; dan 

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan Desa. 

Pasal 48 

(I) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47, dituangkan dalam berita acara. 

(21 Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah 
Percncaoaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang 
RKPDesa. 

(4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa sebagaimana climaksud pada ayat 
(3). 

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan 
clisepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 
clitetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Paragraf8 
Penetapan dan Perubahan RKP Desa 

Pasal 49 

(1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusunan RKP Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
climaksud dalam pasal 48. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang 
RKPDesa. 

(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa 
tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan 
disepalcati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 
clitetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Pasal 50 

(!) RKP Desa dapat diubah dalam ha!: 
a . terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/ atau 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam ha! terjacli perubahan RKP Desa dikarenakan 
terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut: 
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang 

mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian 
khusus; 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP 
Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa 
khusus; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan RAB; dan 
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d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

(3) Dalam ha! terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan 
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas 

kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, 
dan/atau Pemerintah Daerah; 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP 
Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan 
mendasar alas kebijakan Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan rancangan anggaran biaya; dan 

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

Pasal 51 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa yMg diadakan secara 
khusus untuk kepentingan pembahasan dan 
penyepakatan perubahan RKP Desa. 

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebaga1mana dimaksud pada ayat 
(1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus 
dan/atau terjadinya perubahan mendasar. 

(3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
sebagai dasar penyusunan pcrubahan APB Desa. 

Paragraf9 
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 

Pas.al 52 

(1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa 
kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Des.a sebagaimana 
dimaksULd pada ayat (1) paling lambat 31 Desember 
tahun berjalan. 

(3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan 
dan Daerah. 

(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa 
tentang basil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa. 

(5) Informasi tentang basil pembahasan Daftar Usulan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh 
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Pemerintah Desa setelab diselenggarakannya 
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 
pada tahun anggaran berikutnya. 

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ diterima 
Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal53 

(1) Tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan satll kesatuan tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Tabapan dan tata cara penyusunan RKP Desa 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari 
peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 54 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang 
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan 
sampai dengan berakhir masa berlakunya. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa 
yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan 
sampai dengan tahun 2017, dan untuk selanjutnya 
clisesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 
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BAB VIII 
KETENTUAN LAJN-LAJN 

PasaJSS 

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan 
pembangunan desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan 
Desa. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkain. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Barito Utara. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 4 Januari 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal -4 Januari 2016 

BUPATI BARITO UTARA, 

NADALSYAH 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LAMPIRAN I: 

PERATURAN BUPATJ BARITO UTARA 
NOMOR ~S TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA 
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DESA 

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA 

Tahapan / Kegiata.n 

Pembentukan Tim 
Penyusun RPJM 
Desa 

Penyelarasan arah 
kebijkan 
perencanaan 
pembangunan 
kabupaten 

Pengkajian 
keadaan desa 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah desa 
(analisa data dan 
pelaporan data 
desa yang sudah 
diselaraskan) 

Hasil / Keluaran 

Terbentuknya Tim 
Penyusun RPJM Desa 
yang beranggotakan 
7-11 orang. 

Data dan Analisis : 
• RPJMD kabupaten 
• Rencana strategis 

Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). 

• Rencana umum tata 
ruang wilayah 
kabupaten 

• Rencana rinci tata ruang 
wilayah kabupaten 

• Rencana pembangunan 
kawasan pedesaan 

Keterangan 

Di bentuk oleh 
Kepala Desa 
dengan SK Kepala 
Desa 

Dilakukan oleh 
Tim Penyusun 
RPJM Desa 

• Penyelarasan data 
(data sekunder) 

desa Tim penyusunan 
RPJM Desa 

gagasan 
untuk 

dan 

• Penggalian 
masyarakat, 
melihat potensi 
masalah 

• Penyusunan laporan 
basil pengkajian 
keadaan desa 

• Data rencana program 
pembagunan kabupaten 
yang akan masuk ke 
desa 

• Data rencana program 
pembangunan kawasan 
pedesaan 

• Rekapitulasi usulan 
rencana kegiatan 
pembangunan desa dari 
dusun dan/ atau 
kelompok masyarakat. 

Tim penyusunan 
RPJMDesa 
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5. 

6. 

7. 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah desa. 

Penyusunan 
Rancanagan RPJM 
Desa 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah 
perencanaan 
pembangunan 
desa. 

Berita acara penyusunan 
Rancangan RPJM Desa 
yang dilampiri : 
• Laporan hasil 

pengkajian keadaan 
desa 

• Rumusan arah 
kebijakan 
pembangunan desa 
yang dijabarkan dari 
visi dan misi Kepala 
Desa 

• Rencana prioritas 
kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa, 
pembinaan 
kemasyarakatan desa 
dan pemberdtcyaan 
maayarakat desa. 

• BPD 
• Tim 

Penyusunan 
RPJM Dcsa 

• Masyarakat 
desa 

Penyusunan Rancangan Tim Penyusunan 
RPJM Desa yang RPJM Desa 
mendapatkan persetujuan 
Kepala Desa 

Rancangan RPJM Desa 
dibahas musyawarah desa 
dan disepakati oleb 
peserta musyawarah desa 
untuk ditctapkan scbagai 
RPJM Desa. 

• BPD 
• Tim Penyusunan 

RPJM Desa 
• Masyarakat desa 

8. Penet.apan 
perubahan 
Desa 

dan Rancangan peraturan • Kades 
RPJM desa tentang RPJM Desa • BPD 

dibahas dan disepakati 
bersama oleh Kcpala Desa 
dan BPD untuk ditctapkan 
scbaR:ai RPJM Desa. 

1r:ux: .... . • Jt I 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LAMPJRAN II : 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR ~S' TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA 
MENENGAH DESA DAN RENCANA KER,JA 
PEMERINTAH DESA 

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKP DESA 

Tahapan/Kegiatan Hasil/ Keluaran Keterangan 

Pembentukan Tim Terbentuknya Tim Di bentuk oleh 
Penyusun RKP Penyusun RKP Desa. Kepala Desa 
Dcsa dengan SK Kepala 

Desa 

Penyusunan • Mencermati ulang Tim Penyusunan 
Perencanaan Dokomen RPJM Desa, RKP Desa 
Pembagunan Desa skala prioritas usulan 

rencana kegiatan yang 
tercanturo dalrun RPJM 
Desa. 

• Menyepalcati basil 
pencermatan ulang 
Dokumen RPJM Desa 

• Hasil penoeramatan 
ulang menjadi dasar 
bagi Tim penyusun RKP 
Desa dalam menyusun 
Rancangan RKP Desa 

Pencennatan pagu • Rencana Dana Desa Tim penyusunan 
indikatif Dcsa (DD) RKPDesa 

• Rencana Alokasi Dana 
Desa (ADD} 

• Rencana bagian dari 
basil pajak daerab dan 
Retribusi Daerah 
Kabupaten 

• Rencana Bantuan 
Keuangan APBD 
Provinsi dan Kabupaten 

Penyelarasan • Rencana kcrja Tim penyusunan 

Reocana / Program pemerintah Kabupaten 
RKPDesa 

Kegiatan yang • Rcncana Program dan 
masuk ke Desa Kegiatan Pemerintah, 

Provinsi dan Kabupaten 

• Hasil penjaringan 
aspirasi masyarakat 
oleh DPRD Kabupaten 

27 



5. Penyusunan 
Rancangan 
Desa 

RKP 
Rancangan RKP Desa Tim Penyusun 
paling sedikit memuat RKP Desa 
uraian sbb: 
Bab I Pendahuluan 
• LatarBelakang 
• Dasar Hukum 
• Tujuan dan Manfaat 
• Proses Penyusunan 
• Sistematika 

Bab II Gambaran Umum 
Pemerintahan Desa 

• Visi-Misi Kepala Desa 
• Data Kemiskinan dan 

Profil Desa 
• Kebijakan Pendapatan 

Desa 
• Kebijakan Belanja Desa 
• Kebijakan Pembiayaan 

Desa 
Bab Ill Rumusan Prioritas 

Masalah 
• Evaluasi pelaksanaan 

RKP Desa tahun 
sebelumnya. 

• Jdentifikasi 
berdasarkan 
Desa 

• ldentifikasi 

masalah 
RPJM 

berdasarkan analisa 
keadaan Darurat 
(bencana alam,krisis 
politik,krisis ekonomi 
yang berkepanjangan) 

• ldentifikasi masalah 
berdasarkan prioritas 
kebijakan 
pembangunan Daerah 

~ab N Arah kebijakan 
Pembangunan Desa 

• Prioritas Program, 
kegiatan dan anggaran 
berskala desa. 

• Rencana Program, 
Kegiatan dan anggaran 
desa yang dikelola oleh 
desa sebagai 
kewenangan penugasan 
dari 
pemerintah,pemerintah 
daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah. 

• Pagu indikatif Program 
dan Kegiatan masing 
bidang/ sekt.or. 

• Penutup 
• Serita Acara tentang 

hasil oenyusunan 
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6. 

6. 

RKP Desa melalui 
musyawarah 
Perencanaan 
Pembagunan Desa. 

Rancangan RKP Desa 
dilampiri dokumen 
rancanagan Daftar 
Usulan RKP Desa di 
sampaikan oleh Tim 
Penyusun RKP Desa 
kepada Kepala Desa. 

Rancangan 
dibahas 

RKP Desa • Kepala Desa 
dalam • BPD 

musyawarah desa dan 
disepakati oleh peserta 
musyawarah desa untuk 
ditetapkan sebagai RKP 
Desa. (dibuat Berita 

1 Acara) 

• Unsur 
Masyarakat 

Penetapan 
Desa 

RKP Kepala Desa menyusun • Kepala Desa 
Rancangan Peraturan • BPD 
Desa tentang RKP Desa 
dibahas dan disepakati 
bersama oleh Kepala Desa 
dan BPD untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa 
tentang RKP Desa 

7. Pengajuan Daftar • 
Usulan RKP Desa 
(DU-RKP Desa) ke 
Musrenbang 
Kecamatan. 

Rekap daftar usulan 
basil musyawarah Desa 
yang di serahkan 
kepada Bupati melalui 

Tim Penyusunan 
RKP Desa 

' I ses OA ua. BARtrr / 
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Camat untuk di 
usulkan dalam 
musrenbang Tingkat 
kecamatan. 

• Daftar Usulan RKP 
Desa tersebut menjadi 
materi pembahasan di 
dalam Musyawarah 
Perencanaan 
pembangunan 
kecamatan 
Kabupaten. 

dan 
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